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PENETAPAN
Nomor 426/Pdt.P/2019/PA Jnp.

P2

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5 Pengadilan Agama Jeneponto yang memeriksa dan mengadili
perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas
permohonan dispensasi kawin yang diajukan oleh:

XXX XXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahirBaraya, 01 Juli 1973,

Agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

10 bertempat kediaman di = XXXXXXXXXXXXXXXXXXX,
Kabupaten Jeneponto, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.
Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon

15  suami anak Pemohon serta orangtua calon suami di persidangan.
DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon dengan surat permohonan lisannya
tertanggal 13 Desember 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Jeneponto dengan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA Jnp. pada tanggal

20 13 Desember 2019 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai
berikut:
1. Bahwa, Pemohon adalah ayah kandung dari perempuan
XXXKXXXXXXXXXXKXX;
2. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon:
25 Nama D 9.9.0.9.9.0.0.909.0.9.00.0.00¢
Tanggal lahir : 12 Mei 2002, umur 17 tahun;

Agama © Islam
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Pekerjaan : Tidak ada
Tempat kediaman T XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten
Jeneponto;

dengan calon suaminya :

5 Nama D 9.9.9.9,0.90,.0.0,0.9.9,0.0.0.0,0.¢
Tanggal lahir : 03 Mei 2000, umur 19 tahun;
Agama . Islam
Pekerjaan . Karyawan Swasta
Tempat kediaman D 9:9.:9,.0,.9,9.0.9.9.9.9,0.0.0.9.9.9.0.8 Kabupaten
10 Jeneponto;

3. Bahwa, Pemohon sudah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon
tersebut ke Pejabat Pencatat Nikah KUA Kecamatan Tamalatea,
Kabupaten Jeneponto, namun ditolak, karena anak Pemohon belum
cukup umur 19 tahun;

15 4. Bahwa, meskipun ditolak, Pemohon tetap akan melangsungkan
perkawinan anak Pemohon tersebut karena telah hamil dan usia
kandungannya sudah 12 Minggu;

5. Bahwa, oleh karena alasan mendesaknya perkawinan anak Pemohon
tersebut, maka Pemohon mengajukan permohonan dispensasi

20 perkawinan sebagaimana Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun
2019 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974
Tentang Perkawinan, juncto Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon kepada

Ketua Pengadilan Agama Jeneponto, c.q Majelis Hakim yang memeriksa

25 dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan

yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon

30 bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah dengan calon

suaminya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX;
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3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.
Subsider:
Mohon penetapan yang adil dan patut menurut hukum.
Bahwa pada hari persidangan perkara ini, Pemohon datang
5 menghadap di muka sidang;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasihati pemohon agar
tidak menikahkan anaknya dalam usia yang masih dini, berikut bahaya
dan resiko yang terjadi akibat pernikahan dini, baik resiko fisik maupun
psikis, akan tetapi pemohon tetap ingin melanjutkan permohonannya;

10 Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan
dibacakannya surat permohonan pemohon tersebut yang isinya tetap
dipertahankan oleh pemohon;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan pemohon untuk
mempertimbangkan kembali rencana perkawinan anaknya dengan calon

15 suaminya, dengan memberi gambaran mengenai sejumlah resiko atau
dampak buruk dari perkawinan usia dini, namun pemohon tetap pada
permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Majelis hakim dalam persidangan, telah
didengar keterangan anak pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX,

20 tanggal lahir 12 Mei 2002, umur 17 tahun 7 bulan, yang pada pokoknya
sebagai berikut:

- Bahwa benar ia adalah anak pemohon.
- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan Muh. Zainal Abidin bin
Syamsuddin (umur 19 tahun), namun dirinya belum cukup umur untuk

25 menikah.

- Bahwa ia saat ini tidak lagi sekolah, dan tinggal di rumah membantu
orangtua Pemohon.

- Bahwa ia ingin cepat menikah karena karena telah hamil disebabkan
hubungan badan di luar nikah antara dirinya dengan Muh. Zaenal

30 Abidin bin Syamsuddin, dan usia kandungannya sudah 12 minggu .
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Bahwa selanjutnya majelis hakim dalam persidangan, telah
didengar keterangan calon suami anak pemohon bernama Muh. Zainal
Abidin bin Syamsuddin (umur 19 tahun) yang pada pokoknya sebagai
berikut:

5 - Bahwa benar ia adalah calon suami anak pemohon.

- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikah dengan
XXXXXXXXXXXXXX XXX, umur 17 tahun 7 bulan.

- Bahwa ia saat ini sudah bekerja sebagai Cleaning Service di Makassar
dengan penghasilan Rp.100.000,00 (seratus ribu perhari).

10 - Bahwa tidak ada paksaan, tekanan, atau intimidasi dari siapapun
kepada ia maupun kepada anak pemohon atas rencana pernikahan
dimaksud.

- Bahwa, ia menyatakan selama ini dirinya berpacaran dengan anak
pemohon, tidak mampu menahan diri dan terjerumus ke hal-hal yang

15 dilarang agama, yakni hubungan badan di luar nikah, hingga anak
Pemohon telah hamil 12 minggu;

Bahwa, telah pula didengar keterangan orangtua calon suami anak

Pemohon yang bernama ......................l , yang telah memebrikan

keterangan sebagai berikut:

20 - Bahwa benar ia adalah orangtua Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin.

- Bahwa ia, saat ini telah ingin menikahkan Muh. Zainal Abidin bin
Syamsuddin (umur 19 tahun), dengan anak Pemohon, namun anak
Pemohon belum cukup umur untuk menikah.

- Bahwa ia saat ini tahu anak Pemohon berstatus mahasiswa ......... di

25 Makassar.

- Bahwa ia ingin cepat menikahkan Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin
dengan anak Pemohon karena anak Pemohon telah hamil disebabkan
hubungan badan di luar nikah dengan Muh. Zaenal Abidin bin

Syamsuddin, dan usia kandungannya sudah 12 minggu .
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- Bahwa, ia yakin antara Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin dengan
anak Pemohon tidak ada hubungan nasab atau pun sesusuan yang
menyebabkan keharaman nikah;

- Bahwa, anak Pemohon saat ini tidak dalam status istri orang dan

5 sedang dilamar oleh orang lain;

- Bahwa, Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin sudah bekerja sebagai
Cleaning Service dengan penghasilan Rp. 100.000,00 (seratus ribu
rupiah) setiap hari ;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis di persidangan

10  sebagai berikut:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon NIK:
7304020107730018 tanggal 23-11-2012 yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti
P.1);

15 - Fotokopi Kartu Keluarga Nomor.7304021111060152 tanggal 21-05-
2019 Nama Kepala Keluarga an. Pemohon, yang dikeluarkan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti
P.2);

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Hasfira NIK: 7304025205020001

20 tanggal 08-08-2019 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jeneponto, (bukti P.3);

- Fotokopi ljazah Sekolah Sekolah Menengah Atas an. Hasfira tanggal
13 Mei 2019, yang dikeluarkan Kepala Sekolah Menengah Atas
Negeri 3 Jeneponto, (bukti P.4);

25 - Asli Surat Penolakan Nomor B.499/KUA.21.07.03/PW.01/11/2019
tertangal 04 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tamalatea Kabupaten Jeneponto. (bukti P.5);

- Asli Surat Pengantar Perkawinan Nomor 068/DBJ/XII/2019 tanggal
02-12-2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bontojai Kecamatan

30 Tamalatea Kabupaten Jeneponto (bukti P.6);
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Bahwa, masing-masing alat bukti tersebut telah bermetarai cukup
dan telah dicocokkan dengan aslinya;
Bahwa, dalam persidangan Pemohon telah menghadirkan 2 (dua)
orang saksi di persidangan, masing-masing bernama :
5 1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 40 tahun, agama Islam,

pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di

XXX XXKXXXXXXKXXXXXX, Kota Makassar. Di bawah sumpah

memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah

10 calon mertua adik saksi.

- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan
permohonan dispensasi nikah karena pemohon hendak
menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin, namun mendapatkan

15 penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa anak pemohon saat ini sudah berumur umur umur 17 tahun.

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah siap
bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga.

- Bahwa saksi mengetahui calon suaminya telah bekerja Cleaning

20 Service dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta perbulan).

- Bahwa saksi mengetahui selama ini  XXXXXXXXXXXXXXXXX
tekun bekerja dan anak yang baik serta bertanggung jawab.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak pemohon dengan calon
suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah

25 sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.

- Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak
terikat pertunangan dengan orang lain.

- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin sudah saling mengenal dan

30 telah menjalin hubungan dekat / pacaran, hingga anak Pemohon
telah hamil 12 minggu.
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- Bahwa KXXXXXXAKXXXXXXXXX dan  keluarganya sudah
menerima lamaran Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin, dan
lamaran tersebut telah diterima oleh pemohon.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan

5 anak pemohon tersebut.
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXX umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan i

bu rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXXXXXXXXXXXXX, K

ota Makassar. Di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai

berikut:
10 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena pemohon adalah
calon mertua adik saksi.

- Bahwa saksi mengetahui maksud pemohon mengajukan
permohonan dispensasi nikah karena pemohon hendak
menikahkan anaknya bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX namun

15 mendapatkan penolakan dari Kantor Urusan Agama setempat.

- Bahwa anak pemohon saat ini sudah berumur umur 17 tahun.

- Bahwa saksi mengetahui calon suami anak pemohon bernama
Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin, yang saat ini berumur 19
tahun.

20 - Bahwa saksi mengetahui anak pemohon sudah siap
bertanggungjawab dalam urusan rumah tangga.

- Bahwa saksi mengetahui selama ini  XXXXXXXXXXXXXXXXX
tekun bekerja dan anak yang baik serta bertanggung jawab.

- Bahwa saksi mengetahui calon suaminya telah bekerja Cleaning

25 Service dengan penghasilan Rp.3.000.000,00 (tiga juta rupiah)
perbulan.

- Bahwa sepengetahuan saksi antara anak pemohon dengan calon
suaminya tidak memiliki hubungan nasab, dan tidak pernah
sesusuan serta tidak ada hubungan semenda.

30 - Bahwa saksi mengetahui anak pemohon dan calon suaminya tidak

terikat pertunangan dengan orang lain.
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- Bahwa sepengetahuan saksi, XXXXXXXXXXXXXXXXX dengan
Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin sudah saling mengenal dan
telah menjalin hubungan dekat / pacaran, bahkan anak Pemohon
telah hamil 12 minggu.

5 - Bahwa KXXXXXXKXXXXXXXXX dan  keluarganya sudah
menerima lamaran Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin, dan
lamaran tersebut telah diterima oleh pemohon.

- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana pernikahan
anak pemohon tersebut.

10 Bahwa, pemohon telah memberikan kesimpulan tetap pada
permohonan pemohon untuk memohon ijin menikahkan anak pemohon
dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara
sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian

15 yang tak terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,
pemohon datang menghadap di persidangan.
Menimbang, bahwa perkara permohonan dispensasi kawin
20 merupakan kewenangan absolut pengadilan agama sebagaimana
tersebut dalam Penjelasan Pasal 49 huruf A angka 3 Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) Undang-
25 Undang Nomor 1 Tahun 1974, anak yang belum berusia 18 tahun (21
tahun menurut Pasal 98 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan belum
pernah menikah diwakili oleh orangtuanya untuk melakukan segala
perbuatan hukum di dalam maupun di luar pengadilan.
Menimbang, bahwa berdasarkan segenap ketentuan tersebut,

30 pengadilan berkesimpulan bahwa pemohon telah mempunyai legal
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persona standi in judicio untuk bertindak sebagai pengaju perkara
(pemohon) dalam perkara ini dan permohonannya dapat diperiksa dan
dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pokok permohonan pemohon adalah untuk

5 mendapatkan penetapan pengadilan, yang memberikan dispensasi kawin
kepada anak pemohon bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX untuk menikah
dengan Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin, dengan pokok alasan;
pertama, anak pemohon tersebut telah menjalin hubungan pacaran
dengan Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin yang menyebabkan anak

10 Pemohon hamil 12 minggu, sehingga pemohon khawatir akan terjadi
kesulitan-kesulitan administrasi yang mungkin timbul dikemudian hari
apabila tidak segera dinikahkan; dan kedua, keluarga pemohon dan kedua
orang tua Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin telah merestui rencana
pernikahan tersebut dan telah dilakukan lamaran menikah, dan tidak ada

15 pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahan tersebut.

Menimbang, bahwa telah dihadirkan kedua calon pengantin ke
persidangan untuk diberikan nasehat tentang resiko dan bahaya menikah
di usia dini sebagaimana sebagaimana Pasal 12 Peraturan Mahkamah
Agung RI Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan

20 Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan
calon suaminya di persidangan bahwa anak Pemohon telah berpacaran
dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil 12 minggu;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P.1 sampai

25 dengan bukti P.6 di persidangan sebagaimana pertimbangan beikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2, yang diajukan oleh
Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut
membuktikan tentang tempat tinggal (domisili) Pemohon, sehingga bukti
tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai alat bukti, oleh

30 karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna.

Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai dapat diterima;
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Menimbang, bahwa bukti P.2, P.3 dan P.4 yang diajukan oleh
Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut
membuktikan tentang hubungan keluarga Pemohon dengan anak
Pemohon, serta umur anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 17
5 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan
materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut mempunyai
kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas yang dinilai
dapat diterima;
Menimbang, bahwa bukti P.5 dan P.6, yang diajukan oleh
10  Pemohon, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, bukti tersebut
membuktikan tentang rencana pernikahan anak Pemohon namun
mendapatkan penolakan dari KUA Kecamatan Tamalatea Kabupaten
Jeneponto karena umur anak Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXX, umur
17 tahun 7 bulan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil
15 dan materiil sebagai alat bukti, oleh karena itu bukti-bukti tersebut
mempunyai kekuatan yang sempurna. Maka pembuktian mana sebatas
yang dinilai dapat diterima;
Menimbang, bahwa secara normatif ketentuan mengenai usia calon
mempelai diatur pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
20 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang
Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika
pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun,
penyimpangan terhadap ketentuan tersebut harus dengan meminta
25 dispensasi kepada Pengadilan.
Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut serta fakta-fakta
dipersidangan cukup jelas bahwa XXXXXXXXXXXXXXXXX, usia 16 tahun
7 bulan, dengan demikian anak pemohon belum memenuhi batas minimal
usia menikah yang dibolehkan undang-undang.
30 Menimbang, bahwa untuk mengetahui *“alasan yang sangat

mendesak” dari permohonan Pemohon, Majelis Hakim telah
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mendengarkan keterangan masing-masing calon mempelai di
persidangan. Berdasarkan keterangan masing-masing di persidangan
Majelis Hakim menemukan fakta di persidangan bahwa anak Pemohon
telah hamil 12 minggu akibat perbuatan hubungan di luar nikah antara
5 anak Pemohon dengan Muh. Zainal Abidin bin Syamsuddin, berdasarkan

fakta di persidangan telah terbukti terdapat alasan yang sangat mendesak
untuk dijadikan alasan Majelis Hakim mengabulkan permohonan
Pemohon, sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor
1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana diubah dengan Undang-

10  Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas,
majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon serta kedua calon mempelai
dapat memberikan bukti/alasan yang sangat mendesak yang menjadi

15 dasar permohonan Pemohon, oleh karena itu, demi kepentingan terbaik
anak Pemohon, baik segi psikologis anak, kesiapan organ reproduksi dan
kemampuan bertanggungjawab anak dalam melangsungkan perkawinan
dan membangun rumah tangga, sebagaimana Perma Nomor 5 Tahun
2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, maka

20 permohonan pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang
perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7
Tahun 1989, Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 91A

25 ayat (3) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama serta Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis
Tarif PNBP pada Mahkamah Agung RI, maka seluruh biaya perkara ini
dibebankan kepada pemohon.

30 Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan

dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.
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MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi dispensasi kepada Pemohon XXXXXXXXXXXXXXXXX
untuk menikahkan anaknya yang bernama XXXXXXXXXXXXXXXXX,
5 umur 17 tahun 7 bulan dengan seorang laki-laki bernama Muh. Zainal
Abidin bin Syamsuddin, umur 19 tahun 7 bulan.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp.226.000,00 (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah).

10 Demikian ditetapkan pada hari Jumat, 20 Desember 2019 Miladiyah,
bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah, dalam
permusyawaratan Majelis Hakim yang terdiri dari Andi Maryam Bakri,
S.Ag., M.Ag., sebagai Ketua Majelis, Muhamad Imron, S.Ag., M.H., dan
Sulastri Suhani, S.H.l., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada

15  hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
dengan dibantu oleh Muh. Sabir, S.H., sebagai Panitera Pengganti

dengan dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

20
Andi Maryam Bakri, S.Ag., M.Ag.
Hakim Anggota Hakim Anggota
25
Muhamad Imron, S.Ag., M.H. Sulastri Suhani, S.H.I.
Panitera Pengganti,
30 Muh. Sabir, S.H.

him. 12 dari 13 him Penetapan Nomor 426/Pdt.P/2019/PA Jnp.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:
- Pendaftaran: Rp  30.000,00
- Proses :Rp 50.000,00
- PNBP :Rp 10.000,00
5 -Panggilan :Rp 120.000,00
- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah: Rp 226.000,00

(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)
10
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